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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF PSYCHOSOCIAL SERVICES 
PROGRAM IN WOMEN AND FAMILY EMPOWERMENT 

SERVICES PROBOL/NGGO DISTRICT 

Ira Fitri Damayanti 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

irafitri l 27@gmail.com 

Cases of violence against women and children in Probolinggo are 
increasingly frequent. This condition is very worrying. Because more victims of 
violence that require serious handling. So this study seeks to analyze the 
implementation of psychosocial service programs for women and children victims 
of violence in Probolinggo District. The focus of this study: the role of the 
Probolinggo District Government in handling child victims of violence, the 
strategy of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment 
in dealing with children victims of violence, and obstacles faced in the 
Probolinggo District Government in handling child victims of violence. The 
research method uses a qualitative approach. Data is obtained through 
interviews, observation, and literature. Furthermore, the validity of the data is 
done by triangulation. The data analysis technique in this study uses an 
interactive data analysis model from Miles and Huberman, which starts from the 
data collection stage, data reduction, data presentation and conclusion drawing. 
The results of the study can be concluded that: (1) Communication, between 
policy makers, Probolinggo District Government through DBPPKB with 
implementors, namely Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan da.n 
Anak (PPT P2A) already exists. The communication that was built went well. (2) 
Resources, there are still several types of resources that require quality 
improvement. (3) Bureaucratic structure, in which the existing bureaucratic 
structure supports Probolinggo District PPT in an effort to carry out its role to 
serve women and children victims of violence. The implementation of the policy 
has followed the established SOP. The bureaucratic structure has been running 
well. (4) Disposition of the implementor, that good intentions, commitment, and 
cooperation between the administrators are good. 

Keywords: psychosocial service, PPT P2A 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI PROGRAM LA YANAN PSIKOSOSIAL DI DINAS 
PEMBERDAYAANPEREMPUANDANKELUARGABERENCANA 

KABUPATENPROBOLINGGO 

Ira Fitri Damayanti 
Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

irafitril27@gmail.com 

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Probolinggo semakin hari 
semakin sering terjadi. Kondisi ini sangat mengkawatir. Oleh karena korban 
kekerasan yang membutuhkan penanganan serius semakin banyak. Sehingga 
penelitian ini berupaya menganalisis implementasi program layanan psikososial pada 
perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo. Fokus penelitian 
ini meliputi : peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanganan anak-anak 
korban kekerasan, strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak dalam menangani anak-anak korban kekerasan, dan kendala yang dihadapi 
dalam Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penanganan anak-anak korban 
kekerasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka Selanjutnya keabsahan 
data dilakukan dengan triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, yang dimulai 
dari tahap pengumpulan data, kemudian reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi, antara 
pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui DBPPKB dengan 
implementor, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(PPT P2A) sudah ada Komunikasi yang dibangun berjalan dengan baik. (2) Sumber 
daya, masih ada beberapa jenis sumber daya yang memerlukan peningkatan kualitas. 
(3) Struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT 
Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan perannya untuk melayani 
perempuan dan anak korban kekerasan. Para pelaksanaan kebijakan telah mengikuti 
SOP yang ditetapkan. Dengan demikian, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. 
(4) Disposisi implementor, bahwa niat baik, komitmen, dan kerjasama diantara para 
pengurus sudah baik. 

Kata kunci: Layanan Psikososial, PPT P2A 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo tugasnya yaitu 

"Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana". 

Penanggulangan Kemiskinan dalam mewujudkan keluarga sejahtera di 

Kabupaten Probolinggo juga merupakan tugas DPPKB yang diwujudkan 

melalui penekanan pertambahan jumlah kelahiran dan 

perempuan. 

pemberdayaan 

Penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga, 

perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan 

perempuan terutama pada keluarga miskin merupakan tugas pelayanan kepada 

masyarakat Kabupaten Probolinggo yang harus terus ditingkatkan kualitas 

dan kuantitasnya. 

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo tercantum dalam Peraturan 

47 
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Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB. 

I) DPPKB bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang 

pengendalian penduduk dan KB. 

2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas 

DPPKB Kabupaten Probolinggo bertanggungjawab untuk; 

a) Merumuskan dan merencanakan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan 

pengendalian bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB. 

b) Pemberian pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan KB. 

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 

79 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Probolinggo, susunan organisasi pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo terdiri dari: 

I) Kepala; 

2) Sekretariat; 

3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ; 

4) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat 

5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
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6) Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut : 

1) Sekretariat memiliki tupoksi dalam ha! administrasi umum dan 

kepegawaian, perencanaan dan penyusunan program serta laporan 

pertanggungjawaban kegiatan. Kegiatan sekretariat meliputi: 

a) Penyusunan rencana kegiatan sekretaris berkala. 

b) Penyusunan serta pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan 

Program Pemberdayaan Perempuan dan KB. 

c) Penyusunan perencanaan anggaran serta pengelolaan 

pengendalian keuangan. 

d) Pengelolaan sarana prasarana. 

e) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawru. 

f) Pelaksanaan penelitian khusus dan memverifikasi data pegawai 

untuk mengusulkan kenaikan pangkat. 

g) Pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan. 

h) Pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian, masalah­

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. 

Sesuai Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan KB, Sekretariat , terdiri dari : 

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 

b) Sub Bagian Keuangan ; 

c) Sub Bagian Perencanaan 
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2) Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga bertanggungjawab atas: 

a) Perencanaan program dan kebijakan operasional serta 

pengendaliaan pelaksanaan KB dan kesejahteraan keluarga; 

b) Perencanaan program operasional dan pengendalian pelak-sanaan 

serta menyusun kegiatan dan anggaran kebijaksanaan ope­

rasional program KB dan kesejahteraan keluarga; 

c) Pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam 

kebijakan operasional KB dan kesejahteraan keluarga; 

d) Upaya-upaya tercapainya pengembangan pengelolaan dan 

pelaksanaan operasional KB dan kesejahteraan keluarga; 

e) Evaluasi hasil pelaksanaan program serta kegiatan operasional 

KB dan kesejahteraan keluarga; 

Sesuai Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan KB, Bidang KB dan KS , terdiri dari : 

a) Seksi Operasional KB/KR ; 

b) Seksi Kesejahteraan Keluarga 

3) Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, 

mempunyai tugas : 

a) Merencanakan kerja dan anggaran sub bidang pemberdayaan dan 

kelembagaan masyarakat ; 

b) melaksanakan serta mengendalikan program pemberdayaan dan 

kelembagaan masyarakat ; 
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c) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program pemberdayaan 

dan kelembagaan masyarkat ; 

d) Melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi 

pelaksanaan program institusi dan kemitraan serta program 

advokasi dan KIE 

e) Melakukan upaya-upaya tercapainya pengembangan pelaksanaan 

program institusi dan kemitraan serta program advokasi dan KIE ; 

m Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam 

pelaksanaan bidang kerjanya ; 

g) Melakukan identifikasi analisis dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya; 

h) Melakukan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan dan 

kelembagaan masyarakat ; 

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, 

membawahi: 

a) Seksi Institusi Jan Kemitraan ; 

b) Seksi advokasi dan KIE. 

4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Pada bidang ini diselenggarakan kegiatan tentang pemberdayaan 

perempuan pada semua aspek kehidupan masyarakat. 

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi : 

a) Seksi Pemberdayaan Perempuan ; 

b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 
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Gambar 4.1. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo 
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Sumber: DPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018 

b. Somber Daya Manusia 

SEKRETARIAT 

I 
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KASI PERLIN­
DUNGAN PEREM­

PUAN DAN ANAK 

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sangat 

diperlukan adanya Sumber daya manusia selain tidak kalah pentingnya 

adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan. 
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Tabet 4.1. Data pegawai berdasarkan Jabatan 

No Pegawai Jumtah I orang 

I Struktural 31 

2 Eselon II I 

3 Eselon III 4 

4 Eselon IV 9 

5 Fungsional 85 

6 Staf 17 

7 Tenaga Honorer 15 

Jumtah 164 

Surnber: DPPKB Kabupaten Probolmggo, 2018 

Dari Tabel 4.4 diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Probolinggo memiliki 85 orang petugas KB. Jika 

dibandingkan dengan jurnlah yang harus membina, yaitu 330 desa, maka 

angka rasio petugas : desa adalah I : 3,38. Artinya seorang Penyuluh KB 

membina 3 - 4 desa yang seharusnya berdasarkan SPM program KB Rasio 

petugas : desa adalah I : 2 artinya seorang Penyuluh KB membina 2 desa saja 

Dengan demikian diketahui surnber daya manusia sebagai pelaksana kinerja 

BPPKB Kabupaten Probolinggo masih kurang petugas KB khususnya Tenaga 

Fungsional/ Penyuluh KB. 

Tabet 4.2. Data pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumtah Orang 

I Sarjana Strata 2 10 

2 Sarjana Strata I 99 
3 Diploma III 23 

4 SMU 18 

Jumlah 164 
Surnber: BPPKB Kabupaten Probolmggo, 2018 
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Dari Tabel 4.5 di atas, pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo 

berpendidikan minimal SMU, ini menunjukkan bahwa kemampuan 

intelektualnya sebagai pelaksana kinerja sudah cukup memadai untuk 

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Tabel 4.3. Data pegawai Berdasarkan Golongan 

No Pangkat Jumlah I Orang 

I Golongan IV 64 

2 Golonganlll 65 

3 Golongan II 20 

4 Golongan I -
5 Tenaga Magang -
6 Tenaga Honorer 15 

Jumlah 164 
Sumber: DPPKB Kabupaten Probolinggo, 2018 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DPPKB Kabupaten 

Probolinggo apabila dilihat dari pangkat/ golongan sebagian besar sudah 

golongan III dan IV, ini cukup memadai untuk dapat melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya. 

2. Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban 

Kekerasan Kabupaten Probolinggo 

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi Perempuan dan Anak korban 

kekerasan merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan 

pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutarna perempuan dan anak 
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korban tindak kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak Kabupaten Probolinggo, selanjutnya di sini disebut 

PPT Kabupaten Probolinggo. PPT Kabupaten Probolinggo dibentuk oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) di 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tongas, Kabupaten Probolinggo pada 

tahun 2016. Layanan PPT Kabupaten Probolinggo berbasis rumah sakit, yaitu 

menangani permasalahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

yang meliputi pelayanan medis, medikolegal, psikososial dan bantuan hukum 

secara lintas fungsi dan lintas sektoral. 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam upaya penanganan 

anak-anak korban kekerasan telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 

Perempuan dan Anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 

7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 

Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya diterrbitkan Surat 

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 411.3/221/426.32/2017 tentang 

Pembentukan Tim Pengeloia Kegiatan Peningkatan Peran Pusat Pelayanan 

Terpadu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan 

Tim PPT. Tim PPT dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan tugas 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan 

perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 

yang terjadi di rumah tangga dan atau publik. 

Susunan organisasi PPT Kabupaten Probolinggo terdiri atas: 

1) Ketua Pelaksana Harian 

2) Wakil Ketua Pelaksana Harian 
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3) Sekretaris 

4) Bendahara 

5) Anggota, terdiri dari: 

a) Divisi Jaringan clan Informasi 

b) Divisi Pelayanan Medis dan Medcio Legal 

c) Divisi Pelayanan Psikososial, Konseling dan Shelter 

d) Divisi Pelayanan Hukwn clan Advokasi 

Kerua Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Kepala DPPKB 

Kabupaten Probolinggo. Wakil Ketua Pelaksana Harian, Sekretaris, 

Bendahara, semua Koordinator Divisi bertanggung jawab kepada Ketua 

Pelaksana Harian. 

Gambar4.2. 

Struktur Organisasi PPT Kabupaten Probolinggo 

Sekretaris 

Divisi Jaringan 
dan lnformasi 

Rel a wan 

Ketua Pelaksana Harian 

Wakil Ketua Pelaksana Harian 

Divisi Pelayanan 
Medis & Medico 

Legal 

Rel a wan 

Divisi Pelayanan 
Psikososial, Kon­
seling clan Sheba 

Relawan 

Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018 

Bendahara 

Divisi Pelayanan 
Hukumdan 
Advokasi 

Relawan 

a. Standar Operasional Prosedur PPT Kabupaten Probolinggo 

PPT Kabupaten Probolinggo telah menyusun Standar Operasional 
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Prosedur (SOP) agar ada keseragaman dalam tindakan pelayanan 

korban kekerasan. SOP PPT Kabupaten Probolinggo terdiri dari dua (2) 

bagian, yaitu SOP Penanganan Kasus dan SOP Pendampingan Korban. 

I 

Gambar 4.1. Alur Layanan Penanganan Masalah Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo 

Peni_ 
,.., ... 

Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018 
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Gambar 4.2. Alur Layanan Psikososial Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak pada PPT Kabupaten Probolinggo 
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Tidak 

Bersedia 

Reintregasi Sosial 

Sumber: PPT Kabupaten Probolinggo, 2018 

B. Basil Penelitian 

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka 

melalui beberapa media disajikan sebagai berikut. 
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1. Informan 

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nama : Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si. 

Pangkat/Golongan : Pembina I IV a 

NIP : 19650708 199212 2 001 

b. Psikolog, Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB 

Nama 

Jabatan 

: Ranti Sagita, S.Psi 

c. Pekerja sosial 

: Psikolog yang mendampingi korban 

: Elfa Secoria Paramitasari 

d. Pihak korban kekerasan 

I) Nama : MN (ibu dari korban berinisial Jn 

Usia : 30 tahun 

Kasus : Kekerasan seksual yang dialami JT 

2) Nama : SM (paman dari korban berinisial Jn 

Usia : 35 tahun 

Kasus : Kekerasan seksual dialarni JT 

3) Nama : PW (korban) 

Usia : 12 tahun 

Kasus : Kekerasan seksual 

2. Implementasi Layanan Psikososial 

59 

Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat berjejaring dan dibiayai 

oleh pemerintah dalam operasional kegiatannya. Sifat pelayanannya melibatkan 
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institusi lain, yaitu : kepolisian, rumah sakit, pekerja sosial, dan Pengadilan 

Negeri Kabupaten Probolinggo, serta Lembaga Bantuan hukum. 

a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sehingga komunikasi kebijakan dapat diartikan proses 

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada 

pelaksana kebijakan (policy implementors). Dalam pelaksanaan program layanan 

psikososial bagi korban kekerasan, peneliti melakukan wawancara dengan para 

pelaksana kebijakan, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, 

yang dalam penelitian ini diwakilkan kepada Kabid Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak yaitu ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., dan 

psikolog yang bertugas, Ranti Sagita, serta pekerja sosial, Elfa Secoria 

Paramitasari. 

Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan harus dibangun 

dengan baik, karena Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat 

berjejaring dan dibiayai oleh pemerintah. Pelaksanaan program pelayanan dan 

perlindungan korban kekerasan dapat berjalan dengan baik apabila tujuan 

dibentuknya PPT Kabupaten Probolinggo dipaham oleh setiap petugas dan 

relawan yang terlibat di dalarnnya. Oleh karena itu Kepala Dinas PPKB 

Kabupaten Probolinggo telah menyiapkan langkah agar setiap individu yang 

tergabung dalam PPT memaharni tujuan pelayanan yang menjadi tugas PPT. 

Komunikasi awal difasilitasi oleh Dinas PPKB, yang bertujuan 

persiapan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak 
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korban kekerasan. Hal ini disampaikan oleh ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., 

M.Si., dalam wawancara pada hari Senin, 10 September 2018. 

"Pendampingan korban kekerasan ini melibatkan beberapa pihak, bukan 
saja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Tetapi juga 
menggandeng kepolisian, pengadilan, dan rumah sakit. Jadi lintas 
institusi ya. Sehingga mutlak dibutuhkan komunikasi. Oleh karena itu 
perlu wadah yang menggabungkan beberapa pihak tadi dalam satu 
program. Maka sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 yaitu 
tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan atau sering kita sebut PPT saja. Nab DPPKB 
!ah yang ditunjuk untuk memprakarsai terbentuknya PPT tadi. Setelah 
berkoordinasi dengan pihak-pihak yang saya sebut tadi, maka 
dibentuklah PPT. Di mana tugasnya adalah memberikan layanan 
psikososial yang dilaksanakan oleh instansi yang bergerak dibidang 
sosial, layanan hukum itu ranahnya kepolisian dan pengadilan, di sana 
disediakan bantuan hukum - advokasi. Jika diperlukan bantuan medis, 
rujukannya ya ke rumah sakit. Jadi komunikasi yang efektif jelas 
dibutuhkan." 

Setelah terbentuknya PPT, maka penanganan masalah-masalah korban 

kekerasan untuk psikososial ditangani instansi sosial termasuk Dinas PPKB 

dimana tupoksinya adalah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan 

bantuan medis ditangani rumah sakit, dan bantuan hukum ditangani pihak 

kepolisian. Dalam wawancara pada hari Senin, I 0 September 2018 terse but, 

ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si.juga menjelaskan sebagai berikut. 

"Di PPT, kami mengurus pengaduan dan kebutuhan pendampingan si 
korban. Korban itu sampai ke PPT, ada yang direkom pihak polisi. Ada 
juga yang diantar seseorang, belum lapor polisi, ya kami bantu antar ke 
polisi, dan biasanya juga ke RSUD Tongas. Ada juga korban yang PPT 
tahunya justru dari masyarakat, seperti perangkat desanya. Nab, PPT 
jemput bola, - kok jemput bola ya?? kayak bisnis ya.. - PPT 
kunjungilah. Kami tawarkan bantuan. Belum tentu mau !ho, keluarga 
korban itu. Kadang itu kan dianggap aib keluarga Apalagi kalau 
pelakunya masih keluarga. Nab, tugas PPT ini membantu pendampingan 
untuk layanan psikososial. Korban kekerasan pasti mengalami trauma, 
takut, malu, depresi, macam-macam. Biasanya efek trauma itu, korban 
menarik diri dari lingkungannya. Ndak mau sekolah, ndak berani 
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ketemu orang. Pelayanan psikososial ini membantu korban sampai dia 
dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungannya." 

Pernyataan di atas, sekaligus juga menjelaskan tugas PPT Kabupaten 

Probolinggo dalam menangani korban kekerasan. Pelayanan psikososial 

dilakukan dengan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Dalam 

keadaan yang parah, korban seringkali perlu didampingi seorang psikolog, 

selain pendampingan oleh konselor dan pekerja sosial. 

Program pelayangan psikososial ini berjalan dengan semestinya atau 

tidak, maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, 

guna membahas perkembangan per kasus maupun membahas pelaksanaan 

program pelayangan psikososial. Hal ini dijelaskan oleh ibu Amalia Etiq 

Primahayu, S.H., M.Si., pada wawancara hari Senin, 10 September 2018, di 

kantor Dinas PPKB. 

"Satu bulan sekali PPT melakukan pertemuan untuk evaluasi. Pertemuan 
membahas program pelayanan ini sudah sesuai prosedur-kah, ada 
kendala, atau bagaimana. Kasus per kasus kita bahas perkembangannya. 
Karena dalam pelaksanaan program pelayanan ini menggandeng 
beberapa pihak, jelas kita perlu undang mereka dalam pertemuan 
evaluasi untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan masing­
masing, bagaimana kondisinya. Hasil evaluasi tentunya dicatat, 
kesimpulan evaluasi kami lakukan tindak lanjut. Misalnya, apakah suatu 
kasus dapat dinyatakan korban sudah bisa kembali bergaul atau belum. 
Kalau belum ya masih perlu pendampingan." 

Senada dengan pernyataan di atas, Ranti Sagita, S.Psi, tenaga psikolog 

yang menjadi mitra PPT Kabupaten Probolinggo pada wawancara hari Jum'at, 

15 September 2018, menyampaikan sebagai berikut. 

"Biasanya ada undangan rapat evaluasi satu bulan sekali dari PPT. 
Membahas kasus per kasus, bagaimana perkembangan keadaan korban, 
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apakah ada kendala, ya kita bahas solusinyajika ada kendala. Pihak PPT 
merespon baik, setiap saya ada keluhan kendala di lapangan ya. 
Misalnya, kendala bahasa. Kadang korban lebih nyaman dengan 
berbicara bahasa ibu, bahasa madura ya di sini kebanyakan. Saya kurang 
paham bahasa Madura. PPT mencarikan saya teman. Pendamping atau 
konselornya, PPT mencarikan yang bisa berbahasa Madura. Jadi 
komunikasi bisa nyambung." 

Sementara komunikasi dengan bawahan, Kepala Dinas PPKB yang 

membawahi PPT tidak ada hambatan karena pada dasarnya mereka 

berkomunikasi setiap hari. Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan di PPT 

Kabupaten Probolinggo adalah melayani korban kekerasan yang melapor. 

Oleh karena itu, sasaran program adalah perempuan dan anak yang menjadi 

korban kekerasan. Dalam hal penyampaian informasi, bersifat langsung atau 

tidak terdapat banyak tingkatan birokrasi, sehingga dalam hal ini transmisi 

informasi mengenai tujuan dan sasaran kegiatan tidak mengalarni banyak 

distorsi. 

"Setiap tindakan yang dilakukan terkait penanganan kasus maupun 
korban dibuat laporan. Setiap petugas melaporkan kepada struktur di 
atasnya. Tetapi secara realtime apa yang terjadi ketika bertugas 
dikomunikasikan langsung, apalagijika ada keadaan emergency. Tujuan 
dikomunikasikan secara langsung adalah untuk menghindari lupa. Kalau 
ditunda sampai saat mengerjakan laporan, takutnya ada hal yang 
mestinya ditulis, tidak ditulis. Nah, kalau langsung, seandainya waktu 
menyusun laporan lupa, kan ada record dari WA. Sehingga keadaan 
sedapat mungkin selalu terkendali. Cara menyampaikan info lewat WA 
atau SMS pun ada caranya terutama istilah-istilah tentang kondisi 
korban, atau tentang tindakan yang diberikan. Kejelasan info ini penting, 
supaya tidak ambigu atau salah tafsir. Pada akhirnya target yang 
diharapkan dari upaya penanganan kasus bisa maksimal." (ibu Amalia 
Etiq Primahayu, SJI., M.Si., Kantor BPPKB, l 0 September 2018) 
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Sifat kejelasan dari informasi merupakan faktor yang cukup penting 

lainnya. T ujuan dan sasaran, serta jenis pelayanan yang harus diberikan dalam 

kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 

sendiri di sini sudah cukup jelas dan tidak ambigu, yaitu untuk melayani 

korban kekerasan pelapor yang datang ke PPT Kabupaten Probolinggo dengan 

memberikan kepada mereka jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh korban 

pada saat itu, sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia. 

b. Sumber daya 

Sumber daya berarti segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil atau tujuan, misalnya 

peralatan, waktu, dan tenaga. Keberadaan sarana yang berupa mobil dinas 

tentu sangat diperlukan. Saat ini mobil yang menjadi inventaris di PPT 

Kabupaten Probolinggo dirasa kurang layak, hanya tersedia satu mobil dan 

satu sepeda motor. Seringkali dalam menjalankan tugasnya melayani 

masyarakat petugas lapangan PPT harus menggunakan kendaraan pribadi 

karena kendaraan dinas yang dimiliki PPT sedang dipergunakan untuk 

melayani masyarakat yang lain. 

Keterbatasan sumber daya ini dikeluhkan oleh seorang pekerja sosial, 

Elfa Secoria, dalam wawancara pada Rabu, 12 September 2018 di Kantor PPT 

Kabupaten Probolinggo. 

"Kadang dalam satu hari, petugas kan melakukan pendampingan di 
beberapa tempat. Nah, kendaraan operasionalnya hanya ada I mobil dan 
1 motor. Jadi ya harus ada yang ngalah, pakai kendaraan pribadi. Tapi 
biaya BBM diganti kantor. (Elfa, Kantor PPT, 12 September 2018) 
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Hal lain yang menjadi temuan di lapangan adalah bahwa tidak setiap 

Jam kerja, semua pengurus lengkap ada di kantor PPT Kabupaten 

Probolinggo. Disamping pekerjaannya sebagai pengurus di kantor PPT 

Kabupaten Probolinggo, mereka biasanya mempunyai aktivitas lain di Iuar ini, 

walaupun jika dibutuhkan tenaganya mereka tetap hadir dan melaksanakan 

perannya masing-masing di PPT Kabupaten Probolinggo. Kesulitan tetap saja 

muncul jika pada saat konselor dibutuhkan tenaganya di PPT Kabupaten 

Probolinggo untuk melakukan konseling terhadap korban, sementara ia juga 

ada tugas penting lainnya di saat yang bersamaan. Hal ini tentu saja menjadi 

salah satu faktor yang bisa membuat kinerja pelayanan menjadi kurang 

maksimal. Hal ini seperti disampaikan oleh ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., 

M.Si., 

''Namanya pelayanan psikososial pastinya lebih banyak pekerjaan itu 
aktivitasnya dekat dengan obyek yang dilayani. Jadi malah para petugas 
ini nantinya tidaknya nyaman kalau harus datang dulu ke kantor. 
Aktivitas para pendamping, ya konselor, psikolog, pekerja sosial, ini 
juga melebih jam kerja kantoran lho. Jadi harus dimaklurni, kalau 
keberadaannya tidak stand by di kantor PPT. Yang penting, komunikasi 
lancar. Kan ada handphone. Kadang memang terjadi, ada keluhan masuk 
di kantor, kita butuh mengirimkan konselor atau pendamping lain untuk 
keadaan darurat, misalnya ada korban yang depresi sampai histeris dan 
sulit ditenangkan, lalu keluarganya minta bantuan ke PPT. Atau 
misalnya si korban karena depresi tidak mau makan sudah berhari-hari, 
keluarganya kawatir, mengeluh ke PPT minta bantuan tenaga konselor. 
Nah, konselor kami juga terbatas kan jumlahnya. Jadi, ya tidak bisa saat 
itu juga PPT mengirimkan pendamping atau konselor. Kalau Psikolog, 
itu biasanya karni jadwalkan. Karena psikolog ini lebih sedikit lagi 
SDMnya. Jadi PPT memang kurang dari segi SDM." (ibu Amalia Etiq 
Primahayu, S.H., M.Si., I 0 September 2018) 

Sejalan dengan keterangan Kepala Dinas PPKB, psikolog yang 

peneliti jumpai, Ranti Sagita, menyampaikan sebagai berikut : 

----- ----
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"Kalau di Probolinggo, saya tinggal di Kraksaan, Kantor PPT ada di 
Dringu, arah barat Probolinggo. Kalau memang sudah ada jadwal 
pelayanan misalnya ke Paiton, itu Probolinggo wilayah timur, nggak 
praktis kalau hams ke kantor dulu cuma buat absen. Jadi ya mending 
langsung ke lokasi. Laporan kehadiran untuk kantor kan bisa 
komunikasi dengan hp. Kalau bukti kurang meyakinkan bisa kirim 
swafoto." (Ranti, Kantor PPT, 12 September 2018) 

Dalam beberapa kasus yang ditangani PPT Kabupaten Probolinggo, 

diperlukan adanya rumah aman atau shelter untuk mengevakuasi korban dari 

lingkungannya. Namun sejauh ini PPT Kabupaten Probolinggo belum 

mempunyai shelterlrumah aman. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang 

maksimal. Kondisi ini disampaikan oleh psikolog Ranti Sagita, S,Psi. 

"Sebenamya dalam beberapa kasus, korban perlu dievakuasi dari tempat 
kejadian. ldealnya ya ditempatkan di shelter atau rumah aman. Supaya 
korban merasa aman, terlindungi. Pengkondisian ini penting, supaya 
penanganan psikososial bisa efektif. Dalam artian korban cepat pulih, 
meskipun kondisi seberapa parah trauma korban yang paling 
menentukan cepat pulihnya Tapi lingkungan yang aman sangat 
diperlukan juga. Berhubung PPT Kabupaten Probolinggo belum ada 
shelter, ya kami mecari solusi lain. Seperti korban dititipkan ke keluarga 
korban yang lain. Seperti kasus yang sedang saya tangani sekarang, 
korban dititipkan ke rumah pamannya." (Ranti, S.Psi, 15 September 
2018) 

Pemyataan sesuai dengan cerita dari SM (paman dari korban berinisial 

JT). SM menerima JT di rumahnya, agar JT dapat dipulihkan. JT mengalarni 

kekerasan seksual dan penyiksaan dari seseorang yang masih tergolong 

kerabat. Oleh karena itu SM enggan menyebut namanya. 

''Neser. Kasihan saya. Kasihan sama anaknya, ya JT itu. Kasihan sama 
ibuknya. Kalau sama pelakunya, ya marah ya kasihan. Marah, kok eek 
jahatnya. Mau bejat yo bejat to dewe, jangan anak kecil, mana masih 
keluarga dirusak gitu. Kasihannya itu katanya orang-orang, dipenjara itu 
dia dipukuli sama napi-napi yang lain yang satu sel. Duuuh.. takron 
skaron prasaan saya. Kasihan JT, makanya biar sementara diam di sini. 
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Biar ndak lihat rumahnya, ndak stres. Tempatnya juga ada kalau pas 
orang PPT itu datang." (SM, rumah SM, 18 September 2018) 

SM, paman JT, menerima JT di rumahnya, agar penanganan JT dapat 

maksimal. JT tinggal di rumah SM setelah kabur dari rumahnya dalam 

keadaan Iuka-Iuka dan depresi. JT melarikan diri karena tidak tahan dengan 

penganiayaan dan pelecehan yang dialaminya di rumah ibunya. Kejadian 

kekerasan yang terjadi beberapa kali, semula tidak diceritakan JT karena 

diancam akan dibunub jika melaporkan pada orang lain. SM membawa JT ke 

rumah sakit untuk dirawat lukanya, dan melaporkan pelaku kepada polisi. 

Selanjutnya JT ditampung pamannya, dan masih dalam proses pemulihan 

sampai saat ini. 

PPT Kabupaten Probolinggo juga belum memiliki tenaga psikolog, 

apabila suatu kasus membutuhkan penanganan oleh psikolog PPT Kabupaten 

Probolinggo berusaha mendatangkan dari Surabaya atau Malang. Misalnya 

psikolog yang sedang menangani korban berinisial JT, berasal dari Surabaya. 

"Sebenarnya saya asli Probolinggo, tapi sejak kuliah sudah pindah 
Surabaya. Sekarang kalau di Probolinggo, saya tinggal di Kraksaan, 
masih adafamily di sini" (Ranti, Kantor PPT, 15 September 2018) 

Pernyataan di atas adalah penjelasan Ranti Sagita, S,Psi tentang tempat 

tinggalnya. Saat ini Ranti Sagita, S,Psi menangani beberapa remaja putri 

korban kekerasan di Probolinggo, atas permintaan PPT Kabupaten 

Probolinggo. 
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c. Struktur birokrasi 

Secara birokrasi, struktur organisasi PPT Kabupaten Probolinggo 

sudah diatur dalam Perbup Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. Dalam 

peraturan bupati sudah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur 

yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo, mulai dari kepala, hingga pelaksana 

teknis di lapangan. 

Dalam pelayanannya, PPT Kabupaten Probolinggo bekerjasama 

dengan pihak lain yaitu : 

I) Kepolisian Kabupaten Probolinggo 

2) RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. 

3) RSUD Tougas 

4) Lembaga Bantuan Hukurn 

Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten 

Probolinggo dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini disampaikan oleh Kepala 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB Kabupaten 

Probolinggo, ibu Amalia Etiq Primahayu, S.H., M.Si., dalam wawancara yang 

dilaksanakan di kantor BPPKB pada hari Senin, I 0 September 2018. 

"Kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak ini sebetulnya 
banyak modusnya. Memang kebanyakanjustru KORT. Beda kasus tentu 
beda pendekatan mengatasnya. Pendekatannya ya yang beda. Tahapan­
tahapan yang harus dilakukan sama. Nab, supaya petugas mempunyai 
acuan dalam melaksanakan tugasnya, kami di sini ada SOP. SOP ini 
menjelaskan apa saja langkah-langkah menangani kasus. Di sisi lain, 
bukan hanya kasusnya dituntaskan, tapi korbannya juga butuh 
pertolongan. Ada SOP tersendiri untuk memberikan bantuan 
pertolongan ini terhadap korban. Pelaksanaan program pelayanan secara 
teknis sebenarnya ada sosialisasinya. Tapi kan sosialisasi itu ndak setiap 
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bulan apalagi setiap minggu, padahal kami harus siaga setiap hari. Nah, 
dengan adanya SOP ini, yang secara hand out bisa diberikan kepada 
setiap orang di sini, maka semua akan mudah mengingat apa yang harus 
dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu petunjuk dari atasan untuk 
merespon kejadian yang dilaporkan. Tapi tetap dikomunikasikan. 
Sekarang kan gampang, tinggal telpon atau WA. Supaya keadaan selalu 
terpantau. Yang ikut menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan 
adalah implementor, petugas harus mengetahui apa wajib dilakukan 
dalam implementasi di lapangan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi 
implementasi." 

Konsistensi dari kebijakan yang harus dilaksanakan mempunyai 

peranan terhadap sukses atau tidaknya implementasi kegiatan pelayanan 

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam ha! ini, kebijakan 

pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan bersifat konsisten atau tidak 

berubah-ubah, sehingga implementor, yang dalam ha! ini adalah pengelola 

PPT Kabupaten Probolinggo cukup jelas dalam mengimplementasikan 

rencana yang ada di lapangan. 

d. Disposisi 

Dalam ha! ini, komitmen para petugas PPT Kabupaten Probolinggo 

sudah baik. Hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk ikut ambil bagian 

dalam tim yang bekerja menangani korban kekerasan di PPT Kabupaten 

Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan petugas meajalankan 

tugasnya, meskipun harus bekerja melebih jam kerjanya. Selain itu juga bisa 

dilihat dari banyaknya kasus yang sudah mereka tangani selama ini, dengan 

sumber daya yang terbatas. 
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Penyelesaian kasus yang ada terkadang kurang sepenuhnya melibatkan 

fungsi jejaring DPPKB Kabupaten Probolinggo yang sudah ada. Dengan 

adanya DPPKB Kabupaten Probolinggo, seharusnya kegiatan yang tidak 

terdapat penganggarannya pada PPT Kabupaten Probolinggo, dikomunikasi-

kan kepada DPPKB Kabupaten Probolinggo, dan diberikan surat rujukan 

penanganan kepada instansi yang terkait. Hal ini seperti disampaikan oleh 

pekerja sosial PPT Kabupaten Probolinggo, Elfa Secoria Paramitasari, dalam 

wawancara di Kantor PPT, hari Rabu, 12 September 2018. 

"Langkah-langkahnya ya: Menerima pengaduan, itu dari korban, 
kemudian identifikasi kasus, dari menawarkan kebutuhan, kayak visum, 
lapor ke polisi, BAP, terus dibawa sampai ke pengadilan. Juga 
menawarkan bantuan psikologi: ya yang sesuai kebutuhan korban 
sendiri apa gitu. Dan terakhir pasti Rehab-sos: itu pemulihan kembali, 
jadi korban bisa kembali ke masyarakat. Nah, bantuan psikologi itu 
dalam bentuk pendampingan psiko sosial. Kami di sini mengusahakan 
konselor, baik dari pekerja sosial, dan jika memang diperlukan dicarikan 
psikolog dari luar, Malang atau Surabaya Kalau kebetulan ada kasus 
kurang bisa diatasi, misalnya anggaran sudah hampir habis, tapi butuh 
mengundang psikolog, PPT konsultasinya ya ke Dinas PP dan KB, 
karena kan PPT bentukannya DPPKB. Ada juga kasus yang solusinya 
sudah jelas, tapi rupanya nggak selesai-selesai juga, nggak sembuh­
sembuh ini si korban secara mental. Nah, kami di sini bingung, ini 
mestinya sudah bisa dikembalikan ke keluarganya tapi kok ya belum 
benar-benar pulih, dan PPT kan nggak mungkin berkutat sama satu 
orang korban, masih banyak yang perlu dibantu juga." (Elfa Secoria 
Paramitasari, Kantor PPT, 12 September 2018) 

Komitmen petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya juga 

tercermin dari cerita seorang pekerja sosial, Elfa Secoria Paramitasari dan 

korban yang dibantunya, SM. Dalam wawancara yang dilakukan di sebuah 

rumah sakit di Kraksaan, pada hari Sabtu, 15 September 2018, El fa 

menuturkan sebagai berikut. 
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"Pendekatan untuk pendampingan terhadap anak dan terhadap remaja 
mungkin agak beda. Kalau anak-anak kebutuhan untuk mengungkap 
fakta di awal sangat lemah. Apalagi di awal pasti tidak mampu bercerita., 
ya takut ya banyak. Kemudian anak tidak semuanya mampu bercerita., 
tumbung kembangnya anak kan berbeda-beda. Anak balita atau SD ke 
bawah itu sulit dalam mengungkap fakta dengan bercerita. Ada kendala­
kendala komunikasi. Sehingga sebagai pendamping kita punya trik-trik 
kbusus untuk menanganinya. Beda halnya dengan anak yang sudah 
remaja, istilahnya bahasa verbal atau komunikasi. Sehingga 
treatmentnya itu treatment kbusus. Selain itu anak cenderung belum 
faham menilai, anak-anak balita atau anak-anak SD lah katakanlah, 
misalnya anak kelas 4 SD ke bawah, artinya mereka jika diserang 
kekerasan seksual belum paham sehingga mereka tidak terlihat 
traumanya. Secara fisik mungkin terlihat, namun secara psikologis barn 
disadari korban setelah menginjak remaja, anak barn sadar bahwa 
diperkosa atau dilecehkan itu direndahkan. Dampak psikis yang sangat 
mendera itu barn muncul, nanti. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk 
mengintervensi oleh pendamping. Penangannya tentu berkelanjutan, 
makannya orangtua juga ikut ditreatmen agar bisa mendampingi anak 
secara berkelanjutan, kebutuhan untuk 10 tahun kedepan. Ada langkah­
langkah orangtua yang hams dijalankan agar anak tidak trauma. (Elfa, 
RS., 12 September 2018) 

Dari penuturan yang mengalir lancar, nampak Elfa sebagai pekerja 

sosial paham betul apa yang hams dilakukan ketika sedang melakukan 

pendampingan terhadap korban. 

PW, salah satu korban yang barn pulih dari trauma setelah mengalami 

kekerasan seksual oleh beberapa laki-laki, sangat merasakan manfaat dari 

pendampingan yang dilakukan baik oleh pekerja sosial maupun psikolog. 

"Saya waktu diajak ngobrol, diem aja. Sudah ndak pingin ngomong bias. 
Tapi Mbak Elfa itu sabar, orangnya telaten. Saya njawab ndak njawab, 
dia ya masih mau nemani saya. Lama-lama ya saya mulai ngomong. 
Bisa ngomong itu perasaan saya agak tenang. Terus saya diajak ngaji. 
Dimotivasi. Katanya saya ini ndak usah malu, wong bukan saya yang 
salah. Dulunya, saya ndak mau ketemu bu Elfa, takut dan malu. Tapi ya 
saya mau aja pas diajak ngaji. Diberi buku bacaan agama.Terus gitu, 
sampek akrab saya. ltu terus saya mulai ngerti, katanya saya hams terus 
sekolah supaya bisa jadi guru, seperti cita-cita saya." (PW, Rumah, 12 
September 2018) 
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Peneliti juga melakukan wawancara dengan keluarga korban yang 

masih dalam masa pendampingan. Informan berikut ini adalah MN, ibu dari 

korban JT. Peneliti mewawancarai beliau di rumahnya. 

"Sebenarnya saya malu rnau ngomongi masalah ini. Maaf sebelumnya 
kalau cerita saya ndak urut. Saya masih sedih. Saya bisa bayangkan 
penderitaan JT, anak saya. JT sekarang ada di rumah kakak saya. Biar di 
sana dulu. Tiap hari saya datangi." (MN, rumah MN, 20 September 
2018) 

Peneliti menanyakan kepada MN, proses pendampingan yang 

dilaksanakan oleh PPT Kabupaten Probolinggo. 

"Ya alhamdullillah, selain kakak saya, ada orang lain yang mau nolong. 
Kalau masalah Iuka-Iuka badan, saya ya tau dibawa ke rumah sakit. 
Menyembuhkan depresinya ini, saya juga tau butuh ahli jiwa, apa 
psikiater apa psikolog. Tapi di pinggiran Probolinggo ini mana ada. Ini 
kota kecil. Setelah kakak saya itu lapor polisi, terus ada petugas yang 
datang ke sini, waktu itu JT masih di rumah sakit, saya njaga di sana. 
Jadi, ndak ketemu sama saya. Temyata itu dari PPT. Saya kurang paham 
sebelumnya. Ditolong saya dan JT sama petugas PPT itu. Yang sering 
datang, Mbak Elfa itu. Mulai dari rumah sakit, terns di rumah kakak 
saya. Lainnya itu, kadang-kadang datang menjenguk itu Bu Ranti." 
(MN, rumah MN, 20 September 2018) 

Peneliti juga menanyakan keadaan JT saat ini, setelah berjalan proses 

pendampingan dan layanan psiko-sosial oleh PPT Kabupaten Probolinggo. 

"Kalau Iuka-Iuka di badannya sudah sembuh. Tapi masih depresi. Masih 
sering Ieng-Ieng, kadang waras kadang ndak. Tapi mendingan. Sudah 
mau sholat meskipun harus diingatkan. Kadang nonton tv bareng­
bareng. Tadinya diam tok di kamar. Ya sejak ditangani petugas dari PPT 
itu, lebih baik keadaannya. Semoga cepat sembuhnya." (MN, rumah 
MN, 20 September2018) 
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Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung peneliti di lapangan, 

bahwa secara wnwn, keberadaan PPT Kabupaten Probolinggo sudah sangat 

membantu masyarakat, khususnya para korban kekerasan perempuan dan 

anak. Jika terjadi suatu kasus atau korban yang melapor, niat baik, komitmen, 

dan kerjasama diantara para pengurus sudah terbentuk. Mereka sudah bahu­

membahu untuk melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan/korban 

kekerasan. Hanya saja dalam hal memaksimalkan fungsi dari jejaring DPPKB 

Kabupaten Probolinggo perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. 

C. Pembahasan 

Data penelitian yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka 

melalui beberapa media disajikan sebagai berikut. 

a. Komunikasi 

Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan harus dibangun 

dengan baik, karena Pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo bersifat 

berjejaring dan dibiayai oleh pemerintah. Pelaksanaan program pelayanan dan 

perlindungan korban kekerasan dapat berjalan dengan baik apabila tujuan 

dibentuknya PPT Kabupaten Probolinggo dipahami oleh setiap petugas dan 

relawan yang terlibat di dalamnya. 

DPPKB mewadahi pembentukan P2TP2A atau disebut PPT. Setelah 

terbentuknya PPT, maka penanganan masalah-masalah korban kekerasan 

untuk psikososial ditangani PPT. Sedangkan bantuan medis ditangani rwnah 

sakit, dan bantuan hukum ditangani pihak kepolisian. 
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Komunikasi dengan bawahan, Kepala DPPKB yang membawahi PPT 

tidak ada hambatan karena pada dasarnya mereka berkomunikasi setiap hari. 

Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan di PPT Kabupaten Probolinggo adalah 

melayani korban kekerasan yang melapor. Oleh karena itu, sasaran program 

adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam ha! 

penyampaian informasi, bersifat langsung atau tidak terdapat banyak tingkatan 

birokrasi, sehingga dalam ha! ini transmisi informasi mengenai tujuan dan 

sasaran kegiatan tidak mengalami banyak distorsi. Evaluasi dilakukan satu 

bulan sekali, guna membahas perkembangan per kasus maupun membahas 

pelaksanaan program pelayangan psikososial. 

Sifat kejelasan dari informasi merupakan faktor yang cukup penting 

lainnya. Tujuan dan sasaran, sertajenis pelayanan yang harus diberikan dalam 

kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan 

sendiri di sini sudah cukup jelas dan tidak ambigu, yaitu untuk melayani 

korban kekerasan pelapor yang datang ke PPT Kabupaten Probolinggo dengan 

memberikan kepada mereka jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh korban 

pada saat itu, sesuai dengan jenis pelayanan yang tersedia. 

b. Sumber daya 

Dalam ha! SOM, secara umum sudah bekerja dengan baik, walaupun 

dengan keterbatasan yang ada. Dengan besaran pendapatan dari kantor ini 

yang bisa dikatakan relatif tidak banyak, pegawai maupun pekerja sosial bisa 

bekerja secara profesional dan semaksimal mungkin dalam melayani korban. 
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Kurangnya komunikasi dalam perencanaan kegiatan antara DPPKB 

Kabupaten Probolinggo dengan PPT, mengakibatkan para konselor dan 

pekerja sosial sebagai pendamping korban kekerasan belum mendapatkan 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

PPT Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu perpanjangan tangan 

pemerintah yang beroperasi di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat 

Kabupaten Probolinggo, dimana wilayah teritorialnya sangat luas sehingga 

sangat mungkin korban yang membutuhkan layanan lokasinya jauh dari 

kantor. Keberadaan sarana yang berupa mobil dinas tentu sangat diperlukan. 

Saat ini mobil yang menjadi inventaris di PPT Kabupaten Probolinggo dirasa 

kurang layak, hanya tersedia satu mobil dan satu sepeda motor. Seringkali 

dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat petugas lapangan PPT 

harus menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan dinas yang dimiliki 

PPT sedang dipergunakan untuk melayani masyarakat yang lain. 

Hal lain yang meajadi temuan di lapangan adalah bahwa tidak setiap 

Jam kerja, semua pengurus lengkap ada di kantor PPT Kabupaten 

Probolinggo. Disamping pekerjaannya sebagai pengurus di kantor PPT 

Kabupaten Probolinggo, mereka biasanya mempunyai aktivitas lain di luar ini, 

walaupun jika dibutuhkan tenaganya mereka tetap hadir dan melaksanakan 

perannya masing-masing di PPT Kabupaten Probolinggo. Kesulitan tetap saja 

muncuJ jika pada saat konselor dibutuhkan tenaganya di PPT Kabupaten 

Probolinggo untuk melakukan konseling terhadap korban, sementara ia juga 

ada tugas penting lainnya di saat yang bersamaan. Hal ini tentu saja menjadi 
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salah satu faktor yang bisa membuat kinerja pelayanan menjadi kurang 

maksimal. 

Dalam beberapa kasus yang ditangani PPT Kabupaten Probolinggo, 

diperlukan adanya rumah aman atau shelter untuk mengevakuasi korban dari 

lingkungannya. Selain untuk menjamin keamanannya di hari-hari selanjutnya, 

dengan memindahkan korban dari tempat kejadian perkara ke shelter dapat 

membantu proses pemulihan dari traumatik yang dialami korban. Namun 

sejauh ini PPT Kabupaten Probolinggo belum mempunyai shelter/rumah 

aman. Sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. PPT Kabupaten 

Probolinggo juga belum merniliki tenaga psikolog, apabila suatu kasus 

membutuhkan penanganan oleh psikolog PPT Kabupaten Probolinggo 

berusaha mendatangkan dari Surabaya atau Malang. 

Berdasarkan data di atas, peneliti menilai bahwa secara umum fasilitas 

pendukung yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo sudah cukup baik dan 

ikut menunjang pelayanan kepada korban. Di sisi lain masih terdapat hal-hal 

yang perlu dibenahi, seperti halnya kendaraan operasional dan penyediaan 

shelter. Sejauh ini permasalahan yang ada bisa teratasi, tetapi dengan fasilitas 

yang lebih memadai akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap perempuan 

dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo. 

c. Struktur birokrasi 

Secara birokrasi, struktur organisasi PPT Kabupaten Probolinggo 

sudah diatur dalam Perbup Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. Dalam 
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peraturan bupati sudah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi tiap-tiap unsur 

yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo, mulai dari kepala, hingga pelaksana 

teknis di lapangan. 

Dukungan dari pejabat berkepentingan, penguasa eksekutif maupun 

legislatif juga terlihat dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

kegiatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, untuk fasilitas yang 

menunjang pelayanan di PPT Kabupaten Probolinggo sudah dilengkapi secara 

bertahap dari tahun ke tahun. Kantor PPT Kabupaten Probolinggo yang 

sekarang ada adalah merupakan bagian dari gedung perkantoran DPPKB 

Kabupaten Probolingggo. 

Dalam pelayanannya, PPT Kabupaten Probolinggo bekerjasama 

dengan pihak lain yaitu Kepolisian Kabupaten Probolinggo, RSUD Waluyo 

Jati, Kraksaan, RSUD Tongas, dan Lembaga Bantuan Hukum. 

Oleh karena itu, bila fungsi koordinasi bisa berjalan dengan baik, 

banyaknya pelaku yang berperan dapat menghasilkan pelayanan yang lebih 

berkualitas. Sebaliknya, tanpa kerjasama yang baik antar pelaku, dapat 

menghambat upaya pelayanan yang maksimal. Yang terjadi di lapangan secara 

umum adalah bahwa antar anggota jejaring pelayanan perlindungan korban 

kekerasan sudah berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Hal ini terlihat 

dari adanya rujukan dari satu entitas ke entitas yang lain bila memang korban 

memerlukan jenis pelayanan yang tersedia di tempat yang dirujuk tersebut. 

Sebagai contoh adalah pada kasus perujukan korban yang diwawancara oleh 
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peneliti, dimana dia ditangani oleh PPT Kabupaten Probolinggo setelah 

dirujuk oleh salah satu RS Waluyo Jati di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. 

Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung PPT Kabupaten 

Probolinggo dalam upaya menjalankan tugasnya dalam pelayanan terhadap 

perempuan dan anak korban kekerasan. Kekurangannya adalah belum terdapat 

unsur ketugasan seperti halnya petugas yang mengawal kepentingan korban 

dari awal sampai berakhimya kasus. Untuk pengembangan organisasi menjadi 

lebih besar dari yang sekarang memang harus dilakukan kajian mendalam 

dahulu mengenai urgensi keadaan yang sekarang dan juga kesiapan sumber 

daya yang ada, termasuk di dalamnya SDM dan anggaran yang tersedia. 

d. Disposisi 

Dalam hal ini, komitmen para petugas PPT Kabupaten Probolinggo 

sudah baik. Hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk ikut ambil bagian 

dalam tim yang bekerja menangani korban kekerasan di PPT Kabupaten 

Probolinggo. Hal ini dapat dilihat dari kesediaan petugas menjalankan 

tugasnya, meskipun harus bekerja melebih jam kerjanya. Selain itu juga bisa 

dilihat dari banyaknya kasus yang sudah mereka tangani selama ini, dengan 

sumber daya yang terbatas. 

Dalam menangani kasus yang semakin kompleks, diperlukan 

pemahaman yang baik dari pihak implementor terhadap perencanaan awal dan 

SOP dari kegiatan yang dilakukan. Dari wawancara terhadap para narasumber 

yaitu para petugas PPT Kabupaten Probolinggo, dapat diketahui bahwa 
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keseriusan implementor dalam menyelesaikan suatu kasus sampai selesai 

adalah suatu hal yang positif. Disisi lain, penyelesaian kasus yang ada 

terkadang kurang sepenuhnya melibatkan fungsi jejaring DPPKB Kabupaten 

Probolinggo yang sudah ada. Dengan adanya DPPKB Kabupaten Probolinggo, 

seharusnya kegiatan yang tidak terdapat penganggarannya pada PPT 

Kabupaten Probolinggo, dikomunikasikan kepada DPPKB Kabupaten 

Probolinggo, dan diberikan surat rujukan penanganan kepada instansi yang 

terkait. Komitmen petugas dalam menjalankan tanggung jawabnya nampak 

dari pekerja sosial dan pendamping dalam melaksanakan tugasnya. 

Adanya testimoni dari salah satu korban yang baru pulih dari trauma 

setelah menjelaskan bahwa dia sangat terbantu dengan pendampingan yang 

diberikan pihak PPT melalui pendamping, pekerja sosial maupun psikolog. 

Secara umum, keberadaan PPT Kabupaten Probolinggo sudah sangat 

membantu masyarakat, khususnya para korban kekerasan perempuan dan 

anak. Jika terjadi suatu kasus atau korban yang melapor, niat baik, komitmen, 

dan kerjasama diantara para pengurus sudah terbentuk. Mereka sudah bahu­

membahu untuk melakukan pelayanan yang baik bagi pelanggan/korban 

kekerasan. Hanya saja dalam ha! memaksimalkan fungsi dari jejaring DPPKB 

Kabupaten Probolinggo perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. 

D. Verifikasi 

T ahap verifikasi dilakukan agar kesimpulan yang diambil tidak 

menyimpang dari hasil penelitian dan pembahasan. 
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Tabet 4.4. Verifikasi Basil Penelitian 

lmplementasi 

Komuoikasi 

Sumberdaya 

Struktur 
Birokrasi 

Disposisi 

Basil Penelitian 

Komunikasi dalam penanganan kasus kekerasan 

dibangun dengan bail<. 
I. Dinas PPKB mewadahi pembentukan P2TP2A. 
2. Dalam hal penyampaian infonnas4 bersifut 

langsung atau tidak terdapat banyak tingkatan 
birokras4 sehingga dalam ha! ini transmisi 
infonnasi mengenai tujuan dan sasaran kegiatan 
tidak mengalami banyak distorsi. 

3. Komunikasi dengan bawahan, Kepala Dinas 
PPKB yang membawahi PPT tidak ada 
hambatan. Tujuan dari kegiatan yang 
dilaksanakan di PPT Kabupaten Probolinggo 
adalah melayani korban kekerasan yang 
melapor. 

4. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, guna 
membahas perkembangan per kasus maupun 
membahas pelaksanaan program pelayangan 
n<ikososial. 

Smnber daya meliputi: 

I. Smnber daya manusia PPT masih sangat 
terbatas dalam SDM. Baik psikolog, 
pendamping, konselir, maupun pekerja sosial, 
jumlahnya sangat terbatas. Sehingga sulit untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan. 

2. Fasilitas: PPT masih minim. Kendaraan 
operasional terbatas. Belum mempunyai shelter 
untuk mengevakuasi korban, apabila 
diperlukan. 

3. lnfonnasi: Akses terhadap infonnasi mudah, 
rumat diianukHu tannH kesulitan. 

I . Struktur organisasi PPT Kabupaten 
Probolinggo sudah diatur dalam Perbup 
Probolinggo Nomor 07 tahun 2016. 

2. Unsur birokrasi yang ada sudah mendukung 
PPT Kabupaten Probolioggo dalam upaya 
menjalankan tugasnya dalam pelayanan 
terhadap perempuan dan anak korban 
kekerasan. 

3. Telah memiliki SOP untuk acuan 
nenanuanan korban kekerasan. 

P2TP2A Kabupaten Probolinggo berperan baik 
dalam upaya penanganan korban kekerasan. 

Para petugas memiliki komitmen yang baik 

dalam menjalankan tugasnya. 

Sumber: diolah dari data primer 

Analisis 

Berjalan dengan bail<. 

Komunikasi vertikal, 

yaitu Ketua PPT dan 

bawahannya secara top­
down maupun bottom up 

lancar, tidak distorsi 

dalam penyampaian 

instruksi maupun pesan. 

Komunikasi horizontal, 

berjalan baik. Dilihat 

dari sinergi yang sudah 

ada dengan kepolisian 
dan rumah sakit. 

Belum optimal. 
I. Jumlah tenaga pen­

damping masih sangat 
kurang, terutama tena­
ga psikolog. 

2. Fasilitas kendaraan 
kurang dan tidak ada 
shelter. 

3. Namun akses 
infonnasi tidak ada 
kendala 

Berjalan dengan baik. 
I. Organisasi PPT berja­

lan sesuai aturan. 
2. Birokrasi pemerintah 

Kabupaten Proboling­
go memberi dukungan 
penuh alas kepada 
PPT. 

3. Telah memiliki SOP. 

Berjalan dengan baik 

Dengan segala keterbatas­
an yang ada, PPT melaku­

kan layanan psikososial 

dengan maksimal 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan program layanan psikososial 

pada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Probolinggo telah 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo No. 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan 

Anak. Alur layanan psikososial sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP 

layanan psikososial dan masing-masing jejaring PPT melaksanakan sesuai 

tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 7 Tahun 

2016. Adanya komitmen, kerjasama antar jejaring dan kepedulian yang tinggi 

terhadap korban kekerasan maka layanan psikososial dapat dilaksanakan 

dengan baik. Dalam pelaksanaan program layanan psikososial, sumber daya 

manusia sangat minim hanya ada 1 orang tenaga pekerja sosial profesional dan 

1 orang psikolog, sarana transportasi dan penganggaran terbatas, serta belum 

tersedianya shelter menyebabkan Jayanan psikososial kurang optimal. 

a. Komunikasi, yang berupa transmisi, kejelasan, serta konsistensi informasi 

antara pembuat kebijakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui 

DBPPKB dengan implementor, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah ada. Komunikasi yang 

dibangun berjalan dengan baik. 
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b. Sumber daya, secara umum SDM, anggaran, maupun sarana penunjang 

lainnya yang ada di PPT Kabupaten Probolinggo belum optimal. Sehingga 

masih ada beberapa jenis sumber daya yang memerlukan peningkatan 

kualitas. 

c. Struktur birokrasi, dimana struktur birokrasi yang ada sudah mendukung 

PPT Kabupaten Probolinggo dalam upaya menjalankan perannya untuk 

melayani perempuan dan anak korban kekerasan. Para pelaksanaan 

kebijakan telah mengikuti SOP yang ditetapkan. Dengan demikian, 

struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. 

d. Disposisi implementor, bahwa niat baik, komitmen, dan kerjasama 

diantara para pengurus sudah baik. 

B. Saran 

Berdasarkan basil analisis terhadap permasalahan penelitian, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

l. Memberikan pelatihan penanganan kasus kepada tenaga pendamping dan 

konselor sehingga bisa menambah jumlah personil tenaga terlatih agar 

tidak tergantung kepada pekerja sosial dan psikolog yang jumlahnya 

terbatas. 

2. Menyediakan shelter bagi korban yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana pendukung serta tenaga fulltirner. 

3. Perlu penambahan anggaran untuk penanganan korban terutama untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan psikososial. 
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4. Perlu penyediaan sarana transportasi untuk penjangkauan korban yang 

berada di daerah yang susah dijangkau. 
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